PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA

BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Rl Nomor 19 tentang Penyelenggaraan
Rapat Anggota.

3. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi,
Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

4  Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Rl Nomor 19 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Rapat Anggota.

5 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Rl Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pendataan Koperasi dan UKM.

Keterkaitan (antar SOP dim OPD ada/tdk) : Ada

Peringatan
1. Koperasi tidak bisa mendapatkan Sertifikat NIK.

Nomor SOP
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StandirfOjcbating Procedures(SOP)
FASILITASI PENERB ITAN SERTIFIKAT NOMOR INDUK
KOPERASI (NIK)

Nama SOP

Kualifikasi pelaksana

1.

Memahami dasar hukum tentang Perkoperasian dan seluk-beluk teknis
penerbitan Sertifikat NIK.

Memiliki kemampuan untuk memeriksa dokumen dan data-data keragaan
koperasi, meliputi kelembagaan koperasi, kegiatan usaha dan laporan keuangan
koperasi

Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer dan menjalankan aplikasi
CITRIX(Pernah mengikuti pelatihan sebagai tenaga teknis Online Data System)

Peralatan/perlengkapan pokok

1.
2.

3.
4.
5.

Buku Panduan ODS

Seperangkat komputer yang dilengkapi oleh jaringan internet(wifi) dan aplikasi
program CITRIX.

Map arsip/dokumen

Formulir isian Pengajuan Sertifikat NIK dari KEMENKOP

Laporan RAT Koperasi 3 tahun terakhir

Pencatatan dan pendataan

Buku Dokumentasi Hasil Evaluasi

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktifitas yang telah dibakukan&ditetapkan.

SOP Bidang Kelembagaan&Pengawasan Koperasi



Prosedur



